
SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi,
nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta
wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para
pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk melaporkan
harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa untuk melaksanakan Pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara diperlukan pedoman yang
mengatur dan menata penyampaian laporan secara
efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir;

:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandating
Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Menimbang

Mengingat



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 3874) sebagaimana
Undang-Undang Nomor 20
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Indonesia
telah diubah dengan
Tahun 2001 tentang



9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba Samosir

10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 64 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Keija Inspektorat Kabupaten Toba
Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Toba Samosir.
6. Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala

Inspektorat Kabupaten Toba Samosir.
7. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Keija Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba
Samosir.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan peijanjian keija yang
bekeija pada instansi Pemerintah.

9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif,
atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki
oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi
tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun
hak-hak lainya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh
Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.



12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

13. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan
instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan
mengumumkan harta kekayaannya.

14. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan
penyelenggaraan LHKPN.

BAB II
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melaporkan

harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN melalui
aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id atau mengisi formulir
LHKPN format excel yang dapat diunduh melalui www.kpk.go.id / layanan-

atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
(baik secara langsung di Kantor KPK atau pos) yang telah disimpan dalam
media penyimpanan data.

(3) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :
a. asli untuk Penyelenggara Negara;
b. fotocopy untuk Inspektorat; dan
c. fotocopy untuk Pengelola LHKPN masing-masing SKPD.

Pasal 4

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 3
(tiga) bulan setelah :
a. menduduki jabatan pertama kalinya/pengangkatan kembali;
b. mengalami promosi atau mutasi; dan
c. pensiun.

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
tahun beijalan.



(2) Bagi wajib lapor LHKPN yang sudah pemah menyampaikan LHKPN baik
Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau
terkena kewajiban update dua tahunan, maka harta kekayaan yang
dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada
KPK paling lambat pada 31 Maret 2018.

BAB III
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola
LHKPN.

(2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Penanggung Jawab
b. Ketua/Koordinator
c. Sekretaris
d. Anggota

Sekretaris Daerah
: Inspektur Daerah
: Sekretaris Inspektorat Daerah
: 1. Asisten Pemerintahan

2. Asisten Ekonomi Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
5. Sekretaris DPRD
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerai
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata

Laksana
8. Inspektur Wilayah

: Inspektorate. Sekretariat

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap

kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta
kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui
www.elhkpn.kpk.go.id.

b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib
LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap
tahunnya.

c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke
dalam Aplikasi e-LHKPN.

d. mengingatkan Wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian
dan pengumuman LHKPN.

e. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

(4) Tim Pengelola LHKPN dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat.
(5) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



Pasal 7

(1) Pengelolaan LHKPN disetiap SKPD dilaksanakan oleh pejabat yang
membidangi kepegawaian.

(2) Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing
SKPD/Unit Keija untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola
LHKPN Kabupaten.

BAB IV
SANKSI

Pasal 8

Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan
LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin yaitu
penundaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban keija
dan/atau tempat bertugas.

BAB V
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-

masing tenggat waktu surat selama 5 (lima) hari;
b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka Inspektur

Daerah memberikan rekomendasi kepada Pengguna Anggaran
SKPD/Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan penundaan
pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban keija dan/atau
tempat bertugas;

c. Penundaan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban keija
dan/atau tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan
sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengelolaan LHKPN dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba
Samosir.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Toba
Samosir Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba
Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal / £? April 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada Tanggal /9 April 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TOBA SAMOSIR

cap/dto

Drs. ARIFIN SILAEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2017 NOMOR
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